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GUBERNUR LAMPT]NG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGATITASAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA

GUBERNU]I, LAMPUNG,

Menimbang:

Mengingat

a. lahwa dalam rrmgka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Frovinsi Lampung secara profesional dan
akuntabel dilterlukan Aparat pengawasan Intern
Pemerintah yang memiliki integritas, kompetensi,
obyektivitas, da:r independensi yang tinggi;

b. bahwa untuk nendukung kesinambungan terpenuhinya
persyaratan t(:naga auditor dan pejabat pengawas
Penyelenggaraarr urusan pemerintahan di Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kode
etik Aparat l)engawasan Intern pemerintah sebagai
landasan berper.ilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi
selaku aparat pi)ngawasan intern pemerintahj

c. bahwa berdasar-kan pertimbangan sebagainana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
rnenetapkan liode Etik Aparat penga.wasan Intern
Pemerintah Dil,ngkungan Inspektorzrt provinsi Lampurrg,
dengan Peraturrm Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tt,n ang peneir.l,ran
Peraturan Peme rintah Pengganti Undapg-l-)r danr./ ;\'i .,-

Tahun 1964 l.entang Pembentukan Dae,.al-r i ingr<ai, r
Lampung dengrrn mengubah Undang-Undrlng Nomor 25
Tahun 1959 rentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatdn menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentarlg pokok_pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undan11 Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsil
Kolusi, dan Nepctisme;

4. Undang-undang,. Nomor 31 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telaf,
diubah dengan Jndang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tar run 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomo" 2 I Tahun 1975 tentang
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;



r1

7.

8.

9.

10.

11.

1a

1.

a

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
Disiplin Pegawa. Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun
Manajemen Pegirwai Negeri Sipil;

2008 tentang

2010 tentang

2Ol7 tentang

iIT'IK .\_?,

D ILINGKUI{OATJ

Memperhatikan

Menetapkan

Peraturan Ment:ri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/04,'M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawas Interrr Pemerintah;

Peraturan Daerith Provinsi Lampung Nomor g Tahun 2016
tentang Pembeatukan dan Susunan perangkat Daerah
Provinsi Lampurrg;

Peraturan Gub'ernur Lampung Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan
Pemerintah lirovinsi Lampung dan pemerintah
Kabupaten/Kotrlr Se-Provinsi Lampung;
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6l Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Iugas dan
Fungsi serta Tal.a Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;

l

MEiV{UTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KoD!E
PENGAWASAN IITTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTIJAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Dar;rah adatah Gubernur Lampung dan

Perangkat Daerar sebagai unsur penyelenggara pemirintah
daera-h.

2. Gubernur adalah Gubemur Larpung.
3. Ir-rspektorat ada.lah Inspektorat f'rovinsi Lampung.
4. Inspektur adalah Inspektur pro,. insi Lampung.
5. Aparat Pengawd s fntern pemerintah yang selanjutnyadisebut APIP adalah para Auditor/eejabat eengawas

Penyelenggaraan: Urusan pemerintahan dl Daerah 'yang
diberi tugas oleh. Gubemur/p-ejabat yang berwenang untukmeiaksanakan r pengawasan intern- me-lalui audit] reviu,evaluasi, pemaniauan, konsultasi, assistensi dan kegiatan
penga\ rasan lainnya.

6. Audit adalah pi-oses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi 

^bukti 
yrrng _dilakukan secara independ.en, obyektifdan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran kecennatan, 
_kredibilitas, efektivitas, efi siensi, dankeandalan infornrasi pelaksanaan iugas dan lungsi insiansipemerintah.



7. Auditi adalah orang atau unit kerja cli lingkungan pemerintah provinsi Lampung
sebagai objek kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi
Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang birlaku.

8. Auditor aclalrLh Aparatllr Sipil Negari (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional
auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wlwenang, tanggungiawab
secara penuh oleh Gubernur/ Peja$at yang berwenang untuk melaksanakan
tugas pengawasan terhadap kegiatafr-kegiatan yang dilaksanakan satuan kcrj.r
dilingkungan Pemerintah Provinsi Lqmpung.

9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada
Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan tugas pl.rgu*""rn atas
penyelenggaraan daerah untuk dan iltas nama Kepala Daerah

1o. Kode trtik aclalah Pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dal.am melakukan
suaI u kegi.rt;tn rtall I)ekerjaan.

1 1. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah nc'rl:.ra yang harus
ditaati oleh seluruh Auditor dan Pejabat Pengawas pemerin.ta'r inslcktrirr:;.
Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas, kewenangan Ci,.-.,.
jawabnya secara pribadi maupun organisasi.

12. Pelanggaran adalah segala perbuatrLn dalam bentuk ucaparl atau tulisan dan
atau perilaku Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintali yang bertentangan
dengan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

13. B adlu-r I{chormatan Profesi adalat. Pejabat struktural Inspektorat provinsi
Lampung yang ditunjuk dan diangk;rt berdasarkan peraturan Gubernur dengan
tugas dan kewenangan memanta"u pelaksanaan, memeriksa pelanggaran,
investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran l:ode etik Aparat pengiwasan
Fungsional Intern dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat
Pengawasan Fungsional Intern kepada Gubernur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pabal 2

Maksud clitetapkannya Kode Etik Aplp adalah sebagai pedoman perilaku bagi ApIp
dalam menjalankan profesinya dan bagiiatasan Rprp .datam mengevaluasi piritaku
APIP daiam menjalankan tugas pengawas.an.

Pasa] 3
Tujuan Kode Etik APIP adalah: i
a. mendorong sebuah budaya yang bereti|<a dalam profesi ApIp;
b. meningkatkan mutu dan mewujudkd.n citra positif ApIp dalam mriaksanakan

Lugas l)enga\\'asan; dan
c. mencegah terjadinya tingkah lakui yang tidak beretika, agar terpenuhi

prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendaliin pengawasan
sehingga dapat terwujud aparat penggr.wasan intern yani tr".a,u.iJerrgan kinerja
yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BI\B III
KODE ETIK

Pa sal 4
Kode Etik APIP dalam melaksanakan tugirs pengawasan meliputi:
a. integritas merupakan kepribadian Ap;p yang d andasi oietr unsur. jrrj,r,bijaksana, dan bertanggung jawab untu-k membangun keperiayaan

memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andh;
b. obyektivitas merupakan sikap ApIp untuk tidak

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses
auditan, APIP membuat penilaian yirng seimbang
relevan tanpa riipengaruhi oleh kepentingan sendiri a

i)era i, , .

guna

berpihak, profesional dalam
data/informasi auditi atau
atas semua kejadian yang

tau orang lain;
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c' ke-rahasiaan merupakan. sikap ApIp dalam menghargai nilai dan kepem ikaninformasi yang diterima dan tidak mengungkapkan-infoinasi t""p" lto.it"s sesuaiperaturan pemndang-undangan;
d. kompetensi merupakan- pengetahuan,'keahlian, pengalaman, ketJrampilan yang

d iperl u kan auditor untuk melaksanake,n tugas;
e' akuntabel merupakan kewajiban ApIp untuk menyampaikan pertanggungiawaban

atau r.lntllk menjawab dan menerarrgkan kinerja dan tindakan"'AplF secara
sencliri- send iri atau secara koiektif kepaca pltrat yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta ketera .tgan atau pertangguig^*rt^rr.

Pa sal 5
APIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, wajib mematuhi aturan perilaku
sebagai berikut:
a. melaksanakan tugasnya secara .-ujur, teliti, bertanggung jawab dan

bers un ggrrh- su ngguh;
b. me.rur.i,kl<an l<esetiaan dalam segala hai yang berkaitan dengan profesi dan

organisasi da.lam melaksanakan tugas;
c. mengikuti perkembangan pe_raturan perundang-undangan dan mengungkapkan

segala ha1 yang ditentukan oleh peratlran perundang-undangan dan profesi yi;3
berlaku;

d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
e. tidak menjadi bagian kegiatan ilega , atau mengikatkan diri pada tindakan-

tindak^n yang dapat mendiskreditkan :rofesi ApIp atau organisasii
f. menggrLlang l<r:rjasama yang sehat ciantara sesama ApIp dalam pelaksanaan

pcnga\\'asan;
g saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama AI)Ip.

Pasal 6
APIP sebagaimana climaksud dalam PasaL 4 huruf b, wajib mematr:hi a tura-1 pcrrl:r i:.i,
sebagai berikut: 

i
a. mengu'gkapkan semua fakta materiar yang diketahuinya yanglr apabila tidakdi.ngl<apkan mungkin dapat men6ubah pelaporan r."giJt^"1r..!iatan yang

diarvasi;
b. tidak berpartisipasi daiam kegiatan atau hr-rbungan_hubungan l,"r,g *rrrgt inmengganggu atau dianggap TgnCCangp penilaian yang tidak i,.r"it rf 

"tau SL,,gmungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
c. menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi ya,g terkait dengan keputusanmaupun pertimbangan profesional. 

i

pasal 7
APIP scbagainran. crimaksud dalam pasar:4 huruf c, wajib mematuhi aturan per akus€bagr. i bcrikut:
a' menjaga kerahasiaan segala inforrnasi dan data yang diperoreh dalampengawasan;
b tidak akan menggunakan informasi yang 

. 
diperoleh untuk kepentinganpribadi/gotongan O, _!1 kepentingan t.gu"i"""i 

"t"" ;;;;; cara yangbertentangan dengan peraturan peru.ril".rg_r.rdrr,gr.r;
pa sal g

s:Jlfft*ltTtr,er 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mematuhi aruran perilaku

a. melaksanakan tugas pengawasan sesurri dengan Standar Audit;
b. tenrs menerlls meningkatkan kompetersi, t .-.r.ttira. dan kualitas hasil;c' menolak untuk melaksanakan tugas lpabila tidak sesuai dengan f"rrg"tuhrur,,keahlian, dan ketrampilan yang airiifif<i.'--'-- 

*
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B4B IV
POLA HUBUNGAN KERJA APARAI:'PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pasal 9
APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:
a. menjalin l<erja sama yang sehat;
b. menuntbul.rkan cl arn mcmelihara rasa kiberszunaan dan kekeluargaan;
c. saling mengingatkan, membimbing, darf mengoreksi perilaku; dan
d. menjaga hubungan kerja yang harm.nis dan menghindarkan persaingan yang

tidak sehat.

pasial 10

APIP dalam melaksanakan iabatannya wajib:
a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakaa mandat tugas jabatan

yang diserahl<an l<epadanya;

b. menerima penempatan tugas, meiaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi
berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenalg; rlan

c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia .'ang berkaitar
dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen rer tulG, r.ekamari
suara ataupun perintah atau pernyatar.:n lisan dari Atasannya.

Pas al 11

APIPdalarnIluburrgankerjadenganatasarrnyawajib:
a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan

menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas

kinerja bawahannya; dan l

c. menerima dan mematuhi segala perint,th dan tugas yang diberikan atasan dengan
penuh tanggung jawab.

Pasal 12

APIP dalam hubungan kerja dengan pihak yang diawasi wajib:
a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak

yang diawasi;

c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar
hukum atau etika; dan

d. bersikap independen dalam pelaksanaz,n pengawasan.

BAB V
MAJELIS KODE E"TIK

Pas;al 13

(1) Dalam melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab ApIp
dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Malelis Kode Etik sebaqaimana.dimeLksud pada ayat (1), terdiri dari Inspekturdengan anggota berjumlah ganjil yeng terhiri daii ee.;auat ean ini"t ut". ,- -

(3) Majelis Kode Etik sebagaimana dim;aksud pada ayat (2), ditetapkan denganKeputusan Gubernur. l



Pasal 14
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud daram pasar 13 mempunyai tugas dankewenangan memantau pelaksanaan. memeriksa p"r".rs;;;; investigasi,menetapkan ada tidaknya peranggara' kode etik Aparat "Fenfawasa. 

Inte.n
l::::lll::n dan mctaporl<an pelanggaran Kode Etik yang d,"r."U"-oi.r, Aprp kepadaLiu Derl] u r.

BAB VI
PENC,ADUAN

Paral 15
(1) Pengaduan atas peranggaran/penyimiangan yang d:lakukan oteh..Aplp terhadap

kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan ilajelis xoae ptrt.l --

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus didukung dengan
ala san -alasan dan / atau data/ informasi yang dlpat <.ipertangung iawatkan.

BAB VII
LAWTNGAN

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugasnya ApIp dilarang:
a. menyalahgunakan kewenzrngarlnya sebagai ApIp;
b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
d. menggunakan clata/informasi yang sif{tnya ra}rasia bagi kepentingan pribadi ataugolongan yang mungkin akan merusak nama pihai yang dip"eriksa maupunPemerintah Provinsi Lampung, seria hanya dapat merigemukakannya atasperintah pejabat yang berwenangi dan I

e' me'erima hadiah atau sesuatu pemherian berupa apapun dari siapapun juga
yang patut dapat diduga mempunyai trar yang reihitan atau mungkin berkaitan
dengan tugas pengawasan.

BAB VII
SANKSI

Pas al 17

(1) APIP-yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasar 4, dikenakan sanksi
oleh Inspektur atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari:
a. teguran lisan
b. teguran tertulis;
c. nsulan pemberhentian dari tim p.r!^*."".r;
d. tidak diberikan

dan/ atau
e. pelanggaran terhadap Kode Etik

peraturan perundang-undangan.

penugasan pen$awasan selama jangka w; iktu tert.entr.;

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

IX
KETENTUTN PENUTUP

Pasal 18
Ketent,a._ yang mcngenai teknis pelaksanaan peraturan Gubemur ini ditetapkan
oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Pasal 19

Dengan ditetapkannya peraturan Gubernur ini, maka peraturan Gubernur LampungNomor 20 Tahun 20o5 tentang Kode E;,ik Auditor Dilingkungan e"J"r, e..rgu*""Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan tirlak berlaku.
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pasa-l 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan.
Agar setiap ora,g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Lampung.

Dtetapkan di Telukbetunp
Pada tanggal I0 Okrober i0t 7

GUBERNTIR LAMPUII.IG,

nd

Diundangkan di Telukbetuns
pada tanggal l0 Oktober 20 i7
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAtrIPUNG,

Ir. SUTONO. M.M
Pembina Utama

NIP. 1958072S 198602 I 002

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai asLnya
KEPALA

Pernbina IJtarte llluda
NIP 19680428 t99203 | 003

ttd

BERITA DAERAH PROVINSI LAMpUtic.IAHUN 2017 NOMOR : 53


